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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH DI 

KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO 

 

A. Analisis terhadap Pengulangan akad nikah di KUA Krian 

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dimana seorang memilih 

pendamping untuk menemaninya di dunia bahkan hingga di akhirat. 

Dikatakan sahnya suatu pernikahan yakni apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal tersebut telah terurai 

dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Ketika seseorang telah 

melakukan suatu akad yang sangat kuat menurut hukum islam, tanpa 

dilengkapi dengan adanya aturan negara yang mana mewajibkan setiap 

pernikahan harus dicatatkan, maka pernikahan tersebut masih dikategorikan 

belum sah menurut negara dan tidak dapat perlindungan oleh negara ketika 

adanya sengketa atau pertengakaran suatu saat nanti karna tidak mempunyai 

kekuatan hukum. Demi terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat 

islam setiap yang melangsungkan pernikahan harus dicatat. Dan ketika 

dalam pelaksanaan akad nikah tersebut harus ada pengawasan dari Pegawai 

Pencatat Nikah setempat dimana akad nikah tersebut dilaksanakan. Dan juga 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 mengatur bahwa setiap orang yang 

melaksanakan akad nikah harus di bawah pengawasan pegawai pencatatan 

nikah. 

Dan ketika pelaksanaan akad nikah tanpa adanya pengawasan pegawai 

pencatat nikah maka akad nikah tersebut harus diulang, karena pada dasarnya 
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KUA mempunyai wewenang terhadap setiap pelaksanaan akad nikah. Selain 

wewenang tersebut dengan adanya akan nikah ulang ini dapat dijadikan 

pelajaran untuk yang lainnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan. 

Deskripsi tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan 

Krian dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara. Maka dari itu, 

sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan, 

dalam hal ini pelaksanaan akad nikah tertera dalam pasal 2, sebagai berikut: 

Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan 

dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam 

berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) 

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 

tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 

berlaku, tata cara pencatatan  perkawinan dilakukan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

ini.
69

 

 

Dalam hal ini, telah jelas bahwa penghulu tersebut sebagai pegawai 

Pencatat nikah yang bertanggung jawab atas pekerjaannya dan berpegang 

teguh terhadap wewenangnya serta mematuhi PP No. 9 Tahun 1975. 

Memang tidak adanya bentuk tertulis atas pengulangan akad nikah tersebut, 

karna pada hakikatnya suatu peraturan pasti ada cela ketidak jelasan dan 

ketidak lengkapan. Jadi ketika dibenturkan dengan kasus tersebut bisa saja 

dicerna sendiri atau membuat trobosan baru atas pemecahan setiap masalah 

                                                             
69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan. 
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baru yang datang, asalkan tidak bertentangan dengan syara’. Dan 

pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut katagori tidak bertentangan 

dengan syara’.   

Dalam hal ini pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah 

perkawinan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah ‚Sesuatu yang telah 

ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah 

ditetapkan berdasarkan kenyataan‛.
70

 

Artinya akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh 

KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar 

ada dan sah secara hukum. Senada dengan pentingnya sebuah pencatatn 

dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya 

kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut. Seperti yang kita 

ketahui adanya 2 kategori ketentuan yang mengatur pernikahan, yakni 

peraturan syara’ yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah 

pernikahan, peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat islam 

seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fiqh.  

Dan yang kedua yakni peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu peraturan 

tambahan yang bermaksut agar pernikahan dikalangan umat islam tidak liar, 

tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang tidak lain kegunaannya agar 

sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting 

                                                             
70 Miftahul Arifin, kaidah-kaidah penerapan hukum islam...,76. 
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dalam masyarakat islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

B. Analisis Mas}lah}ah terhadap pengulangan akad nikah di KUA Krian 

Pengertian mas{lah}ah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan 

yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah 

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik 

atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak 

atau menghindarkan seperti menolak kemud}aratan atau kesukaran. Jadi 

segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai mas{lah}ah. 

Dengan begitu mas{lah}ah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau 

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan 

kemud}aratan. Dalam pengertian mas{lah}ah secara definitif terdapat 

perbedaan rumusan dikalangan ulama’, yang kalau dianalisa ternyata 

hakikatnya sama, antara lain: menurut Al-Ghazali, bahwa menurut asalnya 

mas{lah}ah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 

menjauhkan mud}arat (kerusakan), namun hakikat dari Mas{lah}ah itu adalah  

memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan 

syara’  dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara Agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara 

harta.  Al-Khawarizi memberikan definisi yang hampir sama  dengan definisi 
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Al-Ghazali diatas yaitu Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 

hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
71

 

Melihat dari peristiwa yang terjadi di KUA Krian ini dengan faktor yang 

melatar belakangi terjadinya pengulangan akad nikah yaitu pada faktor yang 

pertama yakni karena adanya penolakan dari kyai atas pelaksanaan nikah 

ulang dan juga terdapat adanya nikah sirri yang dengan itu harus adanya 

nikah ulang ketika seorang suami dan istri menginginkan pernikahannya 

tercatat oleh negara. Kembali pada tugas serta wewenang PPN yang mana 

sebagai Pemeriksa, pengawas, dan juga Pencatat peristiwa pernikahan, maka 

dari itu seorang yang telah melakukan nikah siri tanpa diawasi oleh pegawai 

pencatat nikah maka nikah tersebut harus diulang dengan adanya kehadiran 

dari pihak pegawai pencatat nikah. Kalau saja seumpama wewenang dari 

pegawai pencatat nikah ini tidak ada pengawasan maka akan bahaya dan 

menimbulkan kemud}aratan yang merajalela. Maka dari itu, dengan adanya 

pernikahan sirri tersebut sepasang suami istri datang kepada modin setempat 

minta tolong untuk menguruskan segala keperluan yang harus dipenuhi 

untuk melangsungkan akad nikah ulang, dengan harapan supaya hidup yang 

mendapatkan perlindungan dari negara ketika suatu saat ada masalah yang 

menghadang dan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Maka 

dapat dipahami bahwa dalam menjalin sebuah pernikahan harus dicatatkan 

di KUA tidak hanya menikah secara hukum islam melainkan juga harus 

diakui oleh negara, sehingga diharapkan dengan melakukan pengulangan 

                                                             
71 Nuril Muflikhun, ‚Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan‛ (Skripsi--IAIN  Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
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akad nikah ini tidak akan adanya pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh 

agama serta untuk terjaminnya suatu ketertiban dalam masyarakat.  

Melihat maksud dan tujuan adanya pelaksanaan pengulangan akad nikah 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengulangan akad nikah ini sangat 

membantu bagi para suami isteri dan mengandung kemas}lah}atan bagi semua 

orang bahkan kemas}lah}atan keutuhan Negara. Perihal akad nikah yang 

pertama, setelah melakukan wawancara terhadap penguhulu yang telah 

menikah ulangkan beranggapan bahwa akad nikah yang pertama itu 

dianggap tidak ada, beliau juga beranggapan bahwa pengulangan akad nikah 

ini bukan untuk menguatkan akad nikah yang pertama, dan juga bukan karna 

akad yang pertama sudah rusak. Melainkan, pengulangan ini hanya sebuah 

akad nikah baru dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap lain pihak. 

Dari uaraian pada bab sebelumnya dalam sebuah pernikahan tidak 

menutup kemungkinan tentang adanya perselisihan antara pasangan suami 

isteri, hal ini bisa dikatakan bahwa sebuah perselisihan dalam rumah tangga 

mesti terjadi dan tidak sedikit yang menimbulkan perceraian. Maka dari itu 

pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan kepastian hukum antar keduanya sehingga dapat memberikan 

kemas}lah}atan, dan juga bagi masyarakat yang melakukan pengulangan akad 

nikah jika nikah sebelumnya belum tercatat di KUA.  

Jadi dapat disimpulkan pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh 

sepasang suami dan istri yang dinikahkan oleh pegawai pencatat nikah 

merasakan nikmatnya ketika dalam suatu pernikahan telah ada akta nikah 
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dan diakui dengan negara, sehingga juga dapat mempermudah dalam 

pengurusan jikalau anak telah lahir, untuk mengurus akta kelahiran, 

mengurus sekolah dan lain sebagainya. 

Pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut 

sebagai mas{lah}ah. Dengan begitu mas{lah}ah itu mengandung dua sisi, yaitu 

menarik atau mendatangkan kemas}lah}atan dan menolak atau menghindarkan 

kemud{aratan.
72

 Begitu juga dengan tujuan pelaksanaan pengulangan akad 

nikah adalah untuk menciptakan ketertiban pernikahan, Sehingga diharapkan 

kedua pasangan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengarungi bahtera 

rumah tangga dengan baik dan dapat membentuk keluarga yang bahagia, 

sejahtera dan kekal. Jika dilihat dari mas{lah}ah yang ditimbulkan dengan 

melakukan pengulangan akad nikah ini, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa pengulangan akad nikah ini tidak bertentangan dengan  

Syari>’at, karna pada dasarnya dalam al-qur’an dan hadits pun tidak 

menjelaskan tentang adanya pengulangan akad nikah. Dalam hal ini, 

termasuk dalam mas{lah{ah menurut Imam Al-Syatibi yakni apabila dilihat 

dari segi mas{lah}ahnya, mas{lah}ah dari pelaksanaan pengulangan akad nikah di 

KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah Mas{lah}ah al-mursalah 

atau disebut juga al-isla>h, yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan 

dengan tujuan syara’  dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk 

syara’  yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’  yang 

menolaknya. Dan mas{lah}ah dalam pengulangan akad nikah di KUA 

                                                             
72 Hasan Bisri Cik, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum 
Nasional...,97. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 

 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini, dilihat dari segi kekuatannya 

sebagai h}ujjah termasuk dalam tingkatan mas{lah}ah tah}siniah, karena 

mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi 

hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan pengulangan akad nikah. Hal 

tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih 

mementingkan untuk menghindari kemudaratan dari pada mendatangkan 

kemas}lah}atan.  

Dengan demikian, penetapan hukum  Syari>’at bertujuan untuk melindungi 

manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi 

‚memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)‛. Kaidah tersebut 

diatas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’  terhadap larangan itu 

lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan.  

Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam kitab Al-Istihsan, 

mas{lah}ah bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, apabila telah 

memenuhi tiga persyaratan, yaitu
73

: 

a. Adanya persesuaian antara mas{lah}ah yang dipertimbangkan dengan 

maksud–maksud syara’, sehingga tidak menafikkan pokok-pokok syara’ 

dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara’ yang qath’i. melainkan 

mas{lah}ah tersebut sudah sesuai dengan kemas}lah}atan-kemas}lah}atan yang 

dituju oleh syar’i untuk mewujudkannya. 

                                                             
73 Zulfa Nailynnajah, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di 

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya‛ (Skripsi--IAIN Sunan 

Ampel,Surabaya, 2011). 
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b. Mas{lah}ah yang mempertimbangkan akal pikiran sehingga apabila 

Mas}lah}ah itu diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, maka ia 

akan dengan mudah menerimanya. 

c. Pemakaian mas{lah}ah itu akan menghilangkan kesempatan yang mesti 

(terjadi) dengan sekiranya, apabila mas{lah}ah tidak diambil, maka tentu 

akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan. 

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal, yang dapat 

mencegah penggunaan sumber dalil mas{lah}ah tersebut dari akarnya 

(menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nas}-nas} 

tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan 

shahwat dengan menggunakan mas{lah}ah.  Dari beberapa uraian diatas dapat 

diketahui bahwa pengulangan akad nikah sebagaimana yang sudah banyak 

dilakukan oleh sebagian masyarakat dan khususnya telah terjadi di KUA 

Kecamatan Krian memang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip 

Mas{lah}ah, bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa 

dikatakan sebagai mas{lah}ah. Dengan syarat h}ujjah yang telah disebutkan 

diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengulangan akad 

nikah sah-sah saja artinya boleh karena tidak bertentangan denga dalil syara’ 

dan pengulangan akad nikah ini harus dilakukan ketika akad nikah yang 

pertama belum adanya pengawasan dari pihak PPN, karna dengan 

melaksanakan pengulangan akad nikah ini mengandung kemas}lah}atan bagi 

yang melakukannya. 

 


